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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-
Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan 
Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi 
yang berjudul “ PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INPEKSTORAT 
DALAM PEMBANGUNAN KESEJATERAAN SOSIAL DI KABUPATEN 
ENREKANG ini, dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
 Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan 
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
 Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari 
segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun 
kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari 
berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data 
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Di kesempatan ini Penulisan memberikan penghargaan sebesar-
besarnya serta rasa terimah kasih yang tak henti kepada Ibunda saya 
tercinta, Risma Hamma dan Ayahanda tercinta Lenang Tarru yang telah 
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takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, 
merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan 
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dengan Cinta-Nya. Juga, Saudaraku tercinta Sendri,Ismah,Nirma,dan  
saudara Iparku Baharuddin dan Imran  yang selalu memberikan dukungan 
dan kasih sayangnya. 
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Dasar  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, 
yang menghasilkan data deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif analis yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang 
pelaksaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan kesejateraan 
sosial di Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi 
partisipan, dan kerangka fisik. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian 
direduksi yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat 
rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan. Proses 
selanjutnya pengambilan kesimpulan dan disajikan dalam bentuk deskripsi 
dengan pemahaman interpretasi logis.  
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pengawas dalam hal ini 
Inspektorat Kabupaten Enrekang pada  Dinas sosial Tenagakerjaan dan 
Transmigrasi sebagai tolak ukur pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dalam 
pembangunan kesejahteraan sosial telah melaksanakan tugasnya dengan 
baik sesuai dengan prosedur yang sudahdi tetapkan pada SOP reguler 
Kabupaten Enrekang tahun 2009.Adapun faktor yang mendukung  
pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam hal ini 
aparatur pengawas yang dalam melakukan pengawasannya sudah sesuai 
prosedur dan obyektif  pada bidang pengawasan serta sarana dan prasarana 
yang mendukung,sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat adalah anggaran dalam hal ini 
pihak inspektorat mengaku anggaran yang  diberikan dirasakan sangat 
kurang sedangkan anggaran  menjadi hal yang sangat penting karena 
dengan anggaran semua program kerja yang di berikan Pemerintah Daerah 










DIAN RISKA.L , Registration Number E 121 10 002, Government 
Science Program, Department of Political Science of Government, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin . Thesis with the title 
INSPECTORATE OF DUTIES AND FUNCTIONS IN THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL WELFARE IN THE DISTRICT ENREKANG under the guidance 
Dr. H. A. Gau Kadir, MA and Dr. Hj. Rabina Yunus M. Si.  
Basic research used in this study is qualitative, which generate 
descriptive data . This type of research is descriptive analysts that aims to 
provide a clear picture of the implementation of the tasks and functions of the 
Inspectorate in the development of social welfare in Enrekang. The data was 
collected using documents, interviews, direct observation, participant 
observation, and physical framework. Furthermore, the data obtained is then 
reduced by way of abstraction that summarize the core businesses, 
processes, and statements. The next process and the conclusions are 
presented in the form of a description of the comprehension of logical 
interpretation.  
The results showed that the regulatory apparatus in this case Enrekang 
Inspectorate at the Department of Manpower and Transmigration social as a 
benchmark for the implementation of the task and function in the 
development of social welfare has been carrying out a good job in 
accordance with the procedures specified in SOP regular Enrekang 2009. 
Whereas the support the implementation of the tasks and functions of the 
Inspectorate in this regulatory apparatus in performing its oversight was 
appropriate procedures and objectives in the field of supervision and facilities 
that support , whereas the bottleneck factor in the performance of duties and 
functions of the inspectorate is the budget in this case the inspectorate 
admitted to the budget given very less whereas perceived budget becomes 
very important because with all the budget work program that is given Local 





1.1. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang menjadi 
barometer kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau wilayah 
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial 
sikap-sikap masyarakat dan Institusi-institusi Nasional, disamping 
tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, perimbangan anggaran dan 
pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan 
pembangunan di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu 
upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya 
kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang 
adil dan makmur, Sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4). 
Pembangunan pun merupakan suatu konsep yang relevan 
dengan pemecahan permasalahan sosial. Pembangunan juga harus 
memperhatikan berbagai aspek-aspek sosial dan ekonomi penduduk, 
pemanfaatan sumber daya alam maupun pengelolaan lingkungan.  
Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia dalam Pola 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial : 
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‟‟Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya 
peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, 
kelompok dan komunitas yang memiliki harkat dan martabat, 
dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan 
fungsinya dalam kehidupan (Depertemen sosial Republik 
Indodnesia, 2003).‟‟ 
 
Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan 
untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat sebaik-
baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial 
yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan 
batin sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi 
kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, 
keluarga maupun masyarakat. Arah pembangunan kesejahteraan 
sosial adalah : 
a. Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas serta 
kambuhnya permasalahan baik dalam kehidupan perorangan, 
keluarga, kelompok maupun masyarakat. 
b. Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pemantapan 
taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para PMKS 
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mampu 
melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
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c. Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan 
taraf kesejahteraan sosial para PMKS melalui penggalian dan 
pendayagunaan potensi dirinya. 
d. Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang 
turut menentukan keberhasilan pembangunan. 
Pembangunan kesejahteraan sosial  dirancang guna memenuhi 
kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah pemerluasan 
pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), yaitu mereka yang 
mengalami hambatan dalam menjalani fungsi sosialnya, sehingga 
tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dan 
karenanya memerlukan pelayanan sosial. 
Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa 
ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak 
atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 
pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara 
yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak 
dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk 
memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak 
terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan pemerintah 
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daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan 
kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan 
dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. 
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran 
masyarakat yang seluas-luasnya baik perseorangan, keluarga, 
organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga 
kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing 
demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, 
dan berkelanjutan. 
Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, 
serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan 
sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan 
penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang 
diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas 
kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk 
menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran 
dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang 
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menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan 
sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan 
bermartabat. 
Agar proses pembangunan kesejateraan sosial berjalan sesuai 
dengan apa yang diharapkan, maka pembangunan kesejateraan 
sosial  itu harus melalui sebuah pengawasan agar pembangunan 
kesejateraan sosial  yang direncanakan berjalanan sebagai mestinya 
sesuai yang dibutuhkan masyarakat yang ada di daerah tersebut. 
Pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk 
memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa 
mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik 
yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat 
awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan 
pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya 
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). 
Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu: 
1. menentukan standar 
2. mengukur hasil atas dasar standar 
3. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 
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Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan 
oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya 
pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar 
tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah 
pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, 
ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan 
perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak 
sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus 
menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidak 
beresan, maka pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak 
yang berwenang. 
Pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, 
maka ditunjuklah inspektorat daerah  selaku badan pengawasan 
internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi 
kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan 
kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta 
pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih di daerah. 
Maka penulis tertarik untuk memilih judul ; “Pelaksanaan Tugas dan 




1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan uraian tersebut maka permasalahan yang 
menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat kabupaten 
Enrekang Dalam Pembangunan Kesejateraan sosial di Kabupeten 
Enrekang ? 
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat inspektorat dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan 
kesejateraan sosial? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :. 
1. Untuk mengetahui seberapa tepat inspektorat dalam 
melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam Pembangunan 
kesejahteraan di kabupaten Enrekang. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
inspektorat dalam melaksanankan fungsi dan tugasnya. 
1.4. Manfaat Penelitian  
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu 
pemerintahan. 
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Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi unit kerja pengawasan, para pimpinan 
unit kerja pelaksana pembangunan kesejateraan dalam hal ini di 
Dinas Sosial Kabupaten untuk terwujudnya peningkatan 
akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam pembangunan di 
Kabupaten Enrekang. 
2. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya 
utamanya bagi yang meneliti pada  hal yang sama  dalam rangka 
pengembangan metode riset selanjutnya yang sesuai dengan 







2.1. Pengertian Pengawasan 
  Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara 
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu 
aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi 
mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan 
dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam 
pelaksanaan kerja tersebut. Sarwoto mengemukakan bahwa 
pengawasan adalah :   
“Kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan dan atau hasil  yang dikehendaki, maka dapatlah 
dikatakan bahwa pengawasan bersifat dinamis yang 
mengandung unsur mengarahkan atau mengendalikan 
(Sarwato,1983 ;34).” 
Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan 
pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana 
pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau 
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pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. 
Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan 
terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan 
mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan 
seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar 
seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana 
dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan 
dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, 
sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang 
kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya. Sementara itu, dari 
segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai 
proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperintahkan. 
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di 
mana terdapat kecocokan dan ketidak cocokan dan menemukan 
penyebab ketidak cocokan yang muncul. Dalam konteks membangun 
manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance 
(tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek 
penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana 
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mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya 
dengan penerapan good governance itu sendiri. 
Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun 
dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja 
pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang 
efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan 
ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan 
masyarakat (social control).  
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan 
terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, 
tindakan yang dapat dilakukan adalah: 
a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan 
b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan 
c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.  
Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat 
dilakukan, yaitu: 
2.1.1. Pengawasan Intern dan Ekstern 
Pengawasan   intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang 
bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan 
cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in 
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control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat 
jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap 
daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah 
pengawasan Kementerian Dalam Negeri.  
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh 
unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. 
Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak 
mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern 
pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu 
terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. 
Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK 
untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.  
2.1.2. Pengawasan Preventif dan Represif 
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan 
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu 
dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. 
Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud 
untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan 
negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. 
Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem 
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pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. 
Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika 
dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang 
kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. 
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan 
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan 
model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana 
anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. 
Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk 
mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.  
2.1.3 Pengawasan Aktif dan Pasif 
Pengawasan mekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk 
pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang 
bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang 
melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap 
surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti 
penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan 
pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah 
pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan 
peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. 
Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil 
mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah 
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pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip 
ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang 
serendah mungkin. 
2.1.4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) 
dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan 
pengeluaran (doelmatigheid). 
Berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pengawasan 
ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan 
pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau 
pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut 
diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan 
kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.  
Ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang 
pengawasannya yakni:  
1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetry control)  
2.Pengawasan biaya (cost control)  
3. Pengawasan barang inventaris (inventory control)  
4. Pengawasan Produksi ( production control)  
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (quantity control)  
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)  
7. Pengawasan kualitaas hasil kerja (quality control).  
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Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, 
ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-
macam pengawasan menurut Instruksi Presiden tersebut sebagai 
berikut :  
1) Pengawasan melekat  
Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan 
melalui : penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan 
pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi 
pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang 
menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan melalui prosedur 
kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya serta melalui 
pembinaan personil.  
2) Pengawasan fungsional  
Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan 
yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengawasan dilaksanakan 
berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan. 
3) Pengawasan masyarakat  
Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya 
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suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat.  
4) Pengawasan legislatif  
Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan 
oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD.  
2.2. Tugas & Fungsi Inspektorat 
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga 
Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun 
Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen 
(Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan 
pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh 
Inspektorat  Daerah  yang merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin 
oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah,  diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan 
perundang-undangan. 
Inspektorat  mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan 
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pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan 
urusan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut 
maka inspektorat mempunyai fungsi: 
1. Perencanaan program pengawasan 
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas 
pengawasan 
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis 
baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi 
pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi 
fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara 
dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari 
segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, 
Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas 
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan  program yang tertuang dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja 
dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang 
lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 
ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi 
dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya 
18 
pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak 
kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang 
dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang 
integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu 
dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 
memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain 
adalah : 
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi 
quality assurance. 
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen 
(Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat 
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki 
prosedur yang jelas. 
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang 
proses kegiatan berlangsung. 
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan 
dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada 
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Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi 
menindak. 
2.3. Pembangunan Kesejahteraan sosial 
Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam 
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan 
untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk 
memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya 
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan 
pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan. 
2.3.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial 
 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, 
meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan jaminan sosial. 
Zastrow menegmukakan Kesejahteraan sosial adalah; 
“sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang  
membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, 
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ekonomi,  pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar 
untuk memelihara masyarakat (Zastrow, 2000).” 
Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, 
koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. 
Bentuk rehabilitasi sosial meliputi motivasi dan diagnosis 
psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan 
pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan 
fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan 
aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, 
bimbingan lanjut; dan/atau rujukan. 
Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk: 
1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, 
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks 
penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan 
sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi . 
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2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan 
atas jasa-jasanya. 
 Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan 
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang 
diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah 
sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak. Perlindungan sosial ini dimaksudkan untuk 
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan 
sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
dasar minimal. 
2.3.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial 
Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 11/2009, Penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial bertujuan: 




 memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 
 meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 
menangani masalah kesejahteraan sosial; 
 meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial 
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara 
melembaga dan berkelanjutan; 
 meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 
berkelanjutan; dan 
 meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. 
2.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh 
seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan konsep 
sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, 
mengarahkan,  mengevaluasi serta melaporkan  hasil pelaksanaan 
tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai 
fungsi : 
1. Perumusan  kebijakan Dinas; 
2. Penyusunan  rencana strategik  dinas 
3. Penyelenggaraan pelayanan  umum di bidang sosial,  tenaga kerja 
dan transmigrasi; 
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, 
program dan kegiatan dinas; 
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas. 
 Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 
untuk     menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
2. Merumuskan rencana strategik dan  program  kerja dinas yang 
sesuai dengan visi  misi daerah; 
3. Mengkoordinasikan perumusan dan  penyusunan program  kerja 
dinas sesuai bidang tugasnya; 
4. Menyelenggarakan rencana strategik dan  program  kerja dinas; 
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5. Merumuskan kebijaksananan teknis penyusunan program 
Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan 
pembinaan  usaha kesejahteraan sosial;  
6. Mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala 
kabupaten; 
7. Mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial 
skala kabupaten; 
8. Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan 
usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala 
kabupaten; 
9. Menyelenggarakan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan 
kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan  
urusan pemerintahan dibidang sosial , tenaga kerja dan 
ketransmigrasian yang meliputi Pembinaan SDM aparatur, 
pemberdayaan bantuan sosial, dan  kawasan transmigrasi, 
pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala 
kabupaten; 
1. Membina dan  mengembangkan  karir  pegawai serta 
pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya; 
2. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dan pengembangan karier dalam DP-3; 
3. Membina pelaksanaan Program waskat di lingkungan Dinas; 
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4. Memberi saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan; 
5. Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis 
Dinas; 
6. Mengarahkan pelaksanaan program  kerja dinas; 
7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan  program  kerja di lingkungan 
Dinas; 
8. Melaporkan  hasil  Pelaksanaan tugas kepada Bupati; 
9. Melaksanakan   tugas  kedinasan lain yang diperintahkan  oleh 
Bupati. 
2.5. Kerangka Konseptual  
Peraturan daerah Kabupaten Enrekang No.8 tahun 2008 
tentang susunan Organisasi dan tata kerja inspektorat di 
Kab.Enrekang maka dibentuklah Inspektorat daerah yang memiliki 
tugas dan fungsi sebagai berikut: 
2.5.1. Tugas Pokok 
 Inspektorat Kab. Enrekang mempunyai tugas pokok melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan 




Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kab. 
Enrekang mempunyai fungsi: 
 Perencanaan program pengawasan 
 Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 
 Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas 
pengawasan 
  Dari tugas dan fungsinya inspektorat daerah melakukan 
pengawasan dalam pembangunan kesejateraan social yang sasaran 
pengawasannya di lakukan Dinas Sosial Kependudukan Tenagakerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang selaku instansi pemerintah 
daerah yang menangani masalah sosial khususnya kesejateraan sosial 










Secara singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat di lihat pada 

















Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 
Tentang susunan organisasi dan tata kerja 
inspektorat Kab.Enrekang 
Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Daerah Kabupaten Enrekang 
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BAB III 
            Metode Penelitian 
3.1.  Tempat dan waktu penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian yang akan diangkat, yakni 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Dalam Pembangunan 
Kesejateraan Sosial Di Kab. Enrekang, maka sangat jelas bahwa penelitian 
yang dilakukan mengambil lokasi di Kabupaten Enrekang. Terkhusus pada 
Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai Badan Pengawas di 
Kabupaten Enrekang dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi 
sebagai SKPD yang banyak menangani kegiatan sosial. 
Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian maka diperlukan 
suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan 
dalam dan dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian 
harus mengikuti metode penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
mengadakan penelitian antara lain : 
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif.Metode kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, 
lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode 
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deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin 
memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam 
berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji mengenai 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat berdasarkan 
pengamatan atas fakta yang terjadi dilapangan 
2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah case study yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu 
peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data 
atau ruang lingkup terkait dengan fokus penelitian dengan sampel 
yang dianggap refresentatif. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk 
mengumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian 
yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya 
valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai 
dengan kenyataan). 
3.3.1. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan 
yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau 
obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi 
lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :  
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a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 
dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi 
yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
b. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). 
3.3.2. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, 
undang – undang, dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti.Penelusuran data 
online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti 
studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan 
hanya media tempat pengembilan data atau informasi. Teknik 
ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas 
internet. 
3.4. Jenis Data 
Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu: 
3.4.1. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan 
memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) 
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serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek 
penelitian. 
3.4.2. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur 
lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. 
3.5. Informan 
Informan merupakan pihak yang dapat memberikan informasi 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 
(Abdullah;2003).Adapun informan yang diyakini dapat memberikan 
data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Kepala Inspektorat daerah / Inspektur Kabupaten Enrekang 
2) Kepala Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Enrekang 
3) Inspektur Pembantu Bagian kesejahteraan dan Kemasyarakatan 
Kabupaten Enrekang 
4) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Pengaduan Masyarakat 
dan Penyelesaian Tindak Lanjut Kabupaten Enrekang. 
5) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan 
Sosial Kabupaten Enrekang 
32 
6) SUB Bagian Keuangan Kantor Inspektorat Kabupaten Enrekang 
7) Auditor Muda Kantor Inspektorat Kabupaten Enrekang 
3.6. Analisi Data 
Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptip 
yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer 
maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan 
untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah 
yang diteliti.  
Teknik diatas menurut Miles dan Hubermen (1992), diterapkan 
melalui 3 ( tiga ) alur sebagai berikut : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 
yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan 
meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan 
menulis memo. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang 
tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya 
dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat 
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, 
yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalis 
selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 
meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijaring 
datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, 
kekokohannya, dan kecocokannya. 
3.7. Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam 
mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain : 
3.7.1. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh 
pihak atasan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual 
sesuai dengan hasil yang direncanakan. 
3.7.2. Inspektorat daerah adalah pengawas internal yang mengawasi 
penyelengaraan pemeritahan daerah. 
3.7.3. Daerah Inspektorat  mempunyai tugas pokok melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
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pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa 
dan fungsinya yaitu melasanakan perencanaan,program 
pengawasan,  perumusan kebijakan, pengusutan, pengujian 
dan penelitian tugas pengawasan. 
3.7.4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah terwujudnya 
kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi 
hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya 
kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan 
dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, 
terarah, dan berkelanjutan 
3.7.5.  Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Enrekang, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai 
penyelenggara kewenagan otonomi daerah di bidang Sosial 
tenagakerja Dan Transmigrasi, untuk melaksanakan dan 
mengevaluasi program – program sosial,tenagakerja dan 
transmigrasi yang berartinya bahwa pembangunan dibidang 
sosial, tenagakerja dan transmigrasi sebagai bagian dari dari 
keseluruhan proses pembangunan daerah 
3.7.6. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 




GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN 
4.1. Gambaran umum  lokasi penelitian 
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Enrekang 
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4.1.1.  Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 
Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya 
meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang 
dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal 
mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian 
umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal 
dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa 
Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati 
kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-
gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari 
seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². 
Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan 
suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian 
kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang 
menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi 
”PITUE MASSENREMPULU”, yaitu: 
1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan 
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa' 
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa' 
4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari 
Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang 
Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla' 
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5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa 
6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta' 
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin 
Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. 
Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama 
menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' 
tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'. 
Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu 
memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah 
Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan 
Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk 
tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan 
yang ada didalamnya yang dipecah. 
Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa 
itu, yakni : 
1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda 
secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap 
Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh 
Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap 
ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' 
kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), 
Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 
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berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh 
seorang Kontroleur (Tuan Petoro). 
2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang 
berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang 
Bunkem Kanrikan. 
3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan 
Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang. 
4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan 
Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk 
pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang 
(KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni: SWAPRAJA 
ENREKANG, SWAPRAJA ALLA, SWAPRAJA BUNTU BATU, 
SWAPRAJA MALUA,   SWAPRAJA MAIWA. 
 Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan 
bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 
SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II 
ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa 
yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin 
karena latar belakang historisnya). Adapun pernyataan resolusi tesebut 
antara lain: 
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 Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 
27 Agustus 1956. 
 Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar 
pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. 
H.M. RISA. 
 Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956 
 Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di 
Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956 
4.1.2.  Keadaan Geografis 
Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3 14‟36‟‟- 
3   
 
50‟00” Lintang Selatan dan antara 199 40‟53” - 120 6‟33” Bujur Timur. Letak 
geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jasirah Sulawesi Selatan 
yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas 
wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara       : Kabupaten Tanah Toraja 
b. Sebelah Timur       : Kabupaten Luwu 
c. Sebelah Selatan    : Kabupaten Sidrap 
d. Sebelah Barat        : Kabupaten Pinrang  
4.1.3.  Luas Wilayah 
Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 
1.786,01 km . Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas 
wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %.  
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Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara 
keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 
129 wilayah desa/kelurahan. 
Tabel 4.1 







Luas Enrekang (%) 
1. Maiwa 392,87 22,00 
2. Bungin 236,84 13,26 
3. Enrekang 291,19 16,30 
4. Cendana 91.01 5,10 
5. Baraka 159,15 8,91 
6. Buntu Batu 126,65 7,09 
7. Anggeraja 125,34 7,02 
8. Malua 40,36 2,26 
9. Alla 34,66 1,94 
10. Curio 178,51 9,99 
11. Masalle 68,35 3,83 
12. Baroko 41,08 2,30 
Kabupaten Enrekang 1,786,01 100 
  Sumber Data : BKBPP Kab. Enrekang 
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Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa kecamatan Maiwa memiliki 
daerah terluas yakni sebesar 392,87 km² (22%) sedangkan yang terkecil; 
adalah kecamatan Alla sebesar 34,88 km² (1,94%). 
4.1.4.  Topografi 
Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai 
wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah 
dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak 
mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah 
wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari 
luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. 
Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim 
yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim 
hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November 
- Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.  
Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah 
administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level 
desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 
desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan 
situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi 
keharusan. Maka pada  tahun 1997,  jumlah desa/kelurahan yang ada di 
Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan  kondisi  tahun 
1996, menjadi  108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat 
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kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan.  Pada 
pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi 
sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 
2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 
desa/kelurahan.Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 
kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan 
terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km2 atau 22 persen dari luas 
Kabupaten  Enrekang , sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil 
adalah  Kecamatan Alla yaitu 34,66 km2  atau 1,94 persen dari luas 
Kabupaten Enrekang. 
Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara 
geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu 
Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE 
meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan 
Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan 
Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas 
KBE kurang lebih 659,03 Km 2 atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang 
sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km2 atau 63,10% dari, Luas 
wilayah Kabupaten Enrekang. 
Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan 
antara kedua wilayah tersebut.Pada umumnya aktifitas perdagangan dan 
industri berada pada wilayah KBE.Selain itu industri jasa seperti transportasi, 
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telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengotahan 
hash pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan 
KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersedian 
sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi 
SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti 
yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan 
pengembangan hutan rakyat. 
Dari beberapa uraian di atas dapat dikemukakan peluang¬peluang 
yang mungkin dapat dimanfaatkan diantaranya adalah : 
Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di 
Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan 
pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin 
dekatnya pusat pemerintahan kecamatan dari desa-desa bawahannya. 
Selain itu jumlah penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani .setiap 
wilayah kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan 
sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di 
setiap wilayah. 
Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan 
berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan 
kehutanan.Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat 
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Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah 
strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk 
menuju pencapaian visi dan misi daerah. 
Keberagaman kondisi georafis pada setiap wilayah menyebabkan 
adanya variasi komoditas unggulan yang memberi petuang untuk 



















Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2012 adalah 
sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan 
penduduk mencapai 105 jiwa/km². 
Tabel 4.2 
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut 













1. Maiwa 11.655 11.657 23.312 59,3 
2. Bungin 2.284 2.098 4.382 18,5 
3. Enrekang 14.928 14.929 29.857 102,5 
4. Cendana 4.269 4.420 8.689 95,5 
5. Baraka 10.495 10.287 20.782 130,6 
6. Buntu Batu 6.097 5.896 11.933 94,7 
7. Anggeraja 11.866 11.850 23.716 189,2 
8. Malua 4.275 4.322 8.597 213,0 
9. Alla 10.107 10.046 20.153 581,4 
10. Curio 7.248 7.094 14.342 80,3 
11. Masalle 6.145 5.953 12.098 177,0 
12. Baroko 5.184p 4.965 10.149 247,1 
Kabupaten Enrekang 94.553 93.517 188.070 105.3 
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Berdasarkan tabel 4.2, Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk 
yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 
sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di 
ibu kota Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan 
dengan penduduk yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah  
penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan kecamatan yang baru 
dimekarkan. 
4.1.6. Kepemerintahan 
Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati 
sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang 
pernah memegang tumpuk pemerintahan di Kabupaten ini adalah : 
1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo 
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur 
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny 
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna 
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA 
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud (± Tahun masa non 
aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa) 
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA 
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung 
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam 
10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman 
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11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa 
12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung 
13. Periode 2008-2013 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung dan 
wakil Bupati Drs. H. Nurhasan. 
14. Periode 2013 sampai sekarang oleh Haji Muslim Bando dan wakil 
Bupati Haji Amiruddin 
4.1.7  Visi Kabupaten Enrekang 
 Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang 
dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Enrekang 
sebagai daerah agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan bewawasan 
lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 
1. Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi 
sumber daya alam, tingkat aksessiblitas, dukungan sarana dan 
prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah 
agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada 
pengembangan sector pertanian (Resourch based Srategy). 
Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan 
memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya 
berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, 
lembaga keuanan, dan sebagainya. 
2. Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap 
mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui 
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pengembangan interkoneksitas antar daerah baik di Sulawesi 
Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan. 
3. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa 
depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di 
tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka 
pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek  kelestarian 
lingkungan sebagai persyaratan utama. 
4. Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun 
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin 
diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga 
mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. 
Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 
dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, 
perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan 
Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan 
ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan 
memberikan perhatian terhadap pengembangan kehidupan 
keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal. 
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4.1.8 Misi Kabupaten Enrekang 
Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah di tetapkan, 
adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana 
Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah : 
1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian 
Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas 
unggulan, khususnya disektor pertanian. 
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional 
antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian 
dan otonomi. 
3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih 
menekankan pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) 
dalam rangka mewujudakan keseimbangan pembangunan antara 
wilayah di kabupaten Enrekang. 
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang 
bagi terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga 
memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah. 
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan 
keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling 
menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam 




Tujuan merupakan panjabaran dari misi dan bersifat operasional 
tentang apa yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh 
pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut : 
1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi 
kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor. 
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung 
ekonomi kerakyatan. 
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam 
kabupatn Enrekang. 
4. Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten enrekang 
dengan berbagai pihak. 
5. Meningkatkan pengolahan potensi di kawasan Timur Enrekang. 
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan 
berhasil guna. 
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial. 
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual. 
9. Terwujudnya kepemerintahan yang baik partisipatif, transparan, 
dan akuntabel. 





Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang 
apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah 
tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan kepemerintahan 
Kabupaten enrekang yang bersifat spesifik, dapat di nilai, diukur, dan dapat 
dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 
tahun.Sasaran Pemerintah Kabupaten enrekang sebagai berikut. 
1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten 
Enrekang. 
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan. 
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah 
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (transportasi 
dan postel ). 
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan. 
6. Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi. 
7. Terwujudnnya pemberdayaan kecamatan dan desa/kelurahan. 
8. Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar negri dalam berbagai 
bidang pembangunan. 
9. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam 
berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
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10. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam 
berbagai bidang pembangunan. 
11. Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang. 
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau 
kesesuain lahan. 
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup. 
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan. 
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan. 
16. Meningkatnya status sosial masyarakat. 
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. 
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum. 
19. Meningkatnya kualiatas aparatur. 
20. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian 
pembangunan 
21. Meningkatnya wawasan kebangsaan 
22. Meningkatnya stabilitas keamanan dan keterlibatan dengan 
masyarakat.  
4.1.11  Potensi Unggulan Daerah 
1. Potensi Sektor Pertanian dan Perkebunan. 
Potensi pertanian dan perkebunan masih sangat mendominasi    
perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Enrekang dengan 
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konstribusi utama sub sektor tanaman pangan seperti padi, sayur mayur 
dan buah-buahan, serta sektor perkebunan seperti kopi, dan kakao. 
2. Potensi Pertambangan dan Energi. 
Sesuai dengan data geologi pertambangan, Kabupaten Enrekang 
memiliki potensi endapan bahan tambang galian berupa emas dan perak, 
minyak bumi dan batu bara. 
Disamping sumber daya mineral strategis dan vital, Kabupaten 
Enrekang juga memiliki potensi sumber bahan galian golongan C yang 
melimpah. 
3. Potensi sumber daya Air. 
Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Enrekang cukup potensial 
dimanfaatkan untuk irigasi. Hal  ini ditandai dengan terdapatnya 4 sungai 
besar, Aliran sungai ini tersebut, disamping digunakan untuk kepentingan 
sektor pertanian, khususnya untuk persawahan/irigasi, juga untuk 
keperluan lainnya seperti penyediaan air bersih bagi warga masyarakat 
yang ada disekitarnya serta untuk pemanfaatan Pembangkit Listrik tenaga 
Mikro Hidro (PLTMH). Potensi sumber daya air di Kabupaten Enrekang 
dipengaruhi oleh keadaan curah hujan yang hampir merata disetiap tahun 
dengan curah hujan rata-rata 1.410 mm/tahun dan 137 hari hujan. 
4. Potensi Perikanan dan Peternakan 
Potensi peternakan di Kabupaten Enrekang pada dasarnya 
memiliki prospek pengembangan yang potensial. Prospek pengembangan 
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sub sektor peternakan meliputi ternak besar sapi, kuda, kerbau, kambing 
dan ternak kecil meliputi ayam ras dan ayam buras, ayam broiler serta itik. 
Populasi sapi pada tahun 2009 terdiri dari ; sapi potong sebanyak 30.168 
ekor terjadi peningkatan sebanyak 4476 ekor dibanding tahun 2008 yang 
lalu; sapi perah sebanyak 1.508 ekor. Populasi kerbau pada tahun 2009 
mencapai 2,641 ekor.Populasi kuda yang sempat terdata sampai tahun 
2009 mencapai 981 ekor.Populasi kambing pada tahun 2009 mencapai 
34.941 ekor. 
Untuk  ternak kecil, prospek pengembangan pada ayam kampung 
(buras) dan ayam ras. Populasi ayam buras di Kabupaten Enrekang pada 
tahun 2009 sebanyak 131.941 ekor, ayam ras sebanyak 181.335 ekor. 
Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Enrekang, termasuk 
budidaya ikan sawah, kolam dan penangkaran di sungai, secara 
keseluruhan mencapai kurang lebih 137,67 ton/tahun dengan luas areal 
kurang lebih 808 ha pada tahun 2008 dan pada tahun  2009 meningkat 
mencapai kurang lebih 330 Ton/ tahun dengan luas areal kurang lebih 
837 Ha. 
4.2.1. Gambaran Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang 
Sejarah singakat berdirinya Inspektorat Kabupaten Enrekang berdiri 
54 tahun yang lalu,dalam perkembanganya Inspektorat telah berubah nama 
sebanyak 3 kali dimana pertama kali terbentuk atas nama Inspektorat 
55 
Kab.Enrekang dan pada tahun 2004 berubah nama sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kab.Enrekang no.3 pada tahun 2004 menjadi Badan Pengawas 
Daerah dan perubahan nama yang tiga kalinya pada tanggal 31 oktober 2008 
ditetapkan Peraturan Daerah no.8 tahun 2008 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kab.Enrekang dan 
pada saat itu Badan pengawas Daerah berubah kembali menjadi Inspektorat 
Kab Enrekang.   
1. VISI INSPEKTORAT KAB. ENREKANG 
Berdasarkan hal tersebut maka disusun visi Inspektorat Kabupaten Enrekang 
sebagai berikut : 
 Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kabupaten Enrekang yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Melalui Pelaksanaan 
Pengawasan yang Profesional pada tahun  2013 
2. MISI INSPEKTORAT KAB. ENREKANG 
Untuk mencapai visi tersebut Inspektorat Kab. Enrekang merumuskan 
beberapa misi sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan yang professional   
didukung sarana dan prasarana yang memadai 
b. Terjaminnya kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat 
terhadap temuan penyimpangan 
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c. Menumbuhkan motivasi perbaikan, pengurangan dan atau 
peniadaan penyimpangan 
4.2.2. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Enrekang. 
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8  Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 
Kabupaten Enrekang 
Inspektorat Kabupaten Enrekang terdiri dari :  
1. Kepala Inspektorat (Inspektur). 
2. Sekretaris : 
a. Sub. Bagian Perencanaan 
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Sub. Bagian Keuangan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional 
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur. 
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan. 
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan dan Kemasyara.katan. 
6. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Pengaduan Masyarakat dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut. 
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Dalam melaksanakan tugas inspektorat, para kepala bagian 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horisontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lnspektorat, bertanggung-jawab 
memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
Selanjutnya setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
Setiap hasil laporan pemeriksaan serta temuan yang diterima oleh 
pimpinan dari bawahan, diolah sebagai bahan dan dasar yang selanjutnya 
apabila hasil pemeriksaan terindiksasi sebuah kasus maka dilakukan 
pengusutan kasus lebih lanjut yang langsung di ambil alih oleh pimpinan 
daerah. 
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan regu pemeriksa 
dibantu oleh pimpinan organisasi bawahannya masing-masing dengan 
mengadakan pemeriksaan berkala. Melalui mekanisme kerja yang demikian, 
maka akan memperkecil kemungkinan bagi bawahan untuk melakukan 
penyelewengan dari bidang tugas yang diberikan kepadanya. Sebab sistem 
pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan bertingkat dan berantai. 
Berdasarkan Tata Kerja Inspektorat, bagian dan sub bagian di 
inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang, maka nampaklah bagi kita bahwa 
58 
inspektorat merupakan salah satu lembaga pengawasan fungsional yang 
dimana sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi agar 
terjadi sebuah keseimbangan dalam jalannya pemerintahan kabupaten 
Enrekang.  
4.2.3.  Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat  Kabupaten Enrekang 
Inspektorat Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah, yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, 
sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (kecamatan dan 
kelurahan).Dan berikut ini Tugas Dan Fungsi Inspektorat: 
1. Inspektorat 
Inspektorat Kabuapten Enrekang dipimpin oleh seorang inspektur 
yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 
didaerah,pelaksanaan pembinaan atas penyelengaraan pemerinthan 
desa,serta pelaksanaan kesekertariatan Inspektorat,dan dalam 
melaksanakan tugas pokoknya Inspektur mempunyai fungsi Sebagai berikut : 
a. Perencanaan program pengawasan 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 
c. Pemeriksaan, pengusutan,pengujian, dan penilaian tugas pengawasan 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya  
2. Sekertariat 
Sekertariat dipimpin oleh seorang sekertaris mempunyai tugas 
melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang 
kepengawaian,keuangan serta perencanaan inspektorat.dalam 
melaksanakan tugas pokoknya sekertaris mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 
program kerja pengawas 
b. Penghimpunan,pengelolaan,penilaian dan penyimpangan laporan 
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah 
c. Penyusunan,penginventarisasian dan pengkordinasian,dan data 
dalam rangka penatausahaan proses penangananpengaduan 
d. Pelaksanaan urusan kepengawaian,keuangan, surat menyurat dan 
rumah tangga 
a) Sub bagian perencanaan 
Sub bagian perencanaan di pimpin oleh seorang kepala  Sub Bagian 
Perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengkajian,pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan 
perencanaan badan,kemudian dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub 
Bagian perencanaan memiliki Fungsi sebagai berikut: 
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a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja 
pengawasan dan fasilitas 
b. Penyusunan anggaran Inspektorat 
c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat 
d. Penyiapan peraturan Perundang-Undangan 
e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan 
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian Kepengawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 
menyurat,kearsipan,perpustakaan,dokumentasi,perlengkapan,dan urusan 
rumah tangga badan.kemudian dalam melaksanakan tugas pokoknya 
fungsi dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengelolahan urusan tata usha surat menyurat dan kepengawaian 
b. Pengelolahan administrasi,inventarisasi, pengkajian dan analisis 
pelaporan 
c. Pengelolahan urusan kepengawaian 
d. Pengelolahan urusan perlengkapan dan rumah tangga 
c) Sub Bagian keuangan 
Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian,mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usaha adinistrasi 
keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 
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badan,melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-
tugas sub bagian serta membuat laporan secara berkala.Dalam 
melaksanakan Tugas Pokok  kepala bagian mempunyai Fungsi sebagai 
berikut: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan. 
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan.  
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan. 
d. Pengolahan urusan keuangan Inspektorat. 
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur 
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin 
oleh seorang Inspektur pembantu, mempunyai tugas 
membina,mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan 
aparatur.dan dalam melakukan tugasnya inspektur pembantu memiliki 
fungsi sebagai berikut: 
a. Perencanaan program pengawasan pada bidang pemerintahan 
dan aparatur. 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan pada bidang 
pemerintahan dan aparatur. 
c. Pemeriksaan,pengusutan,pengujian,dan penilaian tugas 
pengawasan pada wilayah. 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh inspektur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan 
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan dipimpin 
oleh Inspektur pembantu yang memiliki tugas pokok mempersiapkan bahan-
bahan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan 
daerah dibidang pembangunan dan keuangan,dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagiamana yang dimaksud Inspektur pembantu miliki fungsi sebagai 
berikut : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program pengawasan 
pemerintahan bidang pembangunan dan keuangan. 
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas 
pengawasan pemerintahan bidang pembangunan dan keuangan . 
c. Penyiapan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian 
,dan penilaian tugas pengawasan pemeritah bidang pembangunan 
dan keuangan. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
5. Inspektur Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakat 
Inspektur Pembantu Bidang kesejahteraan dan Kemasyarakatan 
dipimpin oleh Inspektur Pembantu,mempunyai tugas pokok mempersiapakan 
bahan-bahan dan   melaksanakan tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan 
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dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan daerah 
dibidang kesejahteraan dan kemasyarakatan.Dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud Inspektur pembantu mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 
a. Penyiapan bahan penyususnan rencana program pengawasan 
pemerintah bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan . 
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas 
pengawasan pemerintah bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan. 
c. Penyiapan dan pelaksanaan pemeriksaan ,pengusutan, pengujian,dan 
penilaian tugas pengawasan pemerintah bidang kesejahteraan dan 
kemasyarakatan. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut  
Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian 
Tindak Lanjut dipimpin oleh Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok 
membina,mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengawasan dan 
penyelesaiaan tindak lanjut.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
yang dimaksud Inspektur pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perencanaan program pengawasan pada bidang pengaduan 
masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut. 
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b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan pada bidang 
pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut. 
c. Pemeriksaan,pengusutan, pengujian,dan penilaian tugas pengawasan 
pada bidang pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut. 
d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
4.3. Pembahasan dan hasil penelitian. 
 Pada Bab IV ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian akan 
diuraikan hal-hal, sebagai berikut : 
a) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi pengawasaan Kantor Inspektorat 
dalam Pembangunan kesejahteraan Sosial. 
b) Analisis pengawasan yang dilakukan Kantor Inspektorat Kabupaten 
Enrekang berdasarkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi. 
 
4.3.1.  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Pembangunan 
Kesejahteraan sosial di kabupaten Enrekang. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih tertujuh dalam 
meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor, karna itulah salah satu 
cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui 
pengawasan, dimana tugas dan fungsi pengawasan merupakan kegiatan 
yang dilakukan apa bila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemeritahan 
daerah telah sesuai dengan yang di rencanakan, selain itu dilakukan tindakan 
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kolektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di 
rencanakan sebelumnya dan salah satu instansi yang memiliki wewenang 
dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang. 
Dewasa ini penyelenggaraan tata pemeritahan yang baik (good 
governance) dalam setiap lembaga Negara merupakan suatu keharusan. 
Dimana hal tersebut berkaitan erat dengan persepsi masyarakat yang dalam 
kondisi terburuk ketidak percayaanya  terhadap suatu lembaga dikarenakan 
banyaknya kasus penyimpangan yang berdampak buruk pada 
pembangunan. Dari itu inspektorat selaku badan pengawas yang salah satu 
dari tugas dan fungsi adalah melakukan pembangunan kesejahteraan sosial. 
Melihat kondisi masyarakat kabupaten Enrekang yang masih jauh dari 
kata sejahterah hal ini di perkuat dengan kondisi ekonomi dan banyaknya 
pengangguran yang ada di kabupaten, namun Pemerintah Kabupaten  
Enrekang tidak tinggal diam berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mensejahterakan masyarakatnya salah satunya memberikan bantuan 
terhadap masyarakatnya melalui Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi 
selaku SKPD yang menangai permasalahan Sosial di Kabuapten Enrekang 
dari itu penelitian ini akan melihat bagimana pelaksanaan tugas dan fungsi 
Inspektorat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial 
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Tenagakerja dan Trasmigrasi   kabupaten Enrekang sebagai pembanding 
Inspektorat dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya  . 
Pentingnya tugas dan fungsi kantor Inspektorat daerah Kabupaten 
Enrekang maka perlu dilakukan penilaian efektivitas Pelakasanaan Tugas 
dan Fungsi Inspektorat terutama dalam hal Pembangunan Kesejahteraan 
Sosial di kabupaten Enrekang yang tujuannya untuk menilai apakah 
pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang 
diharapkan.. 
Mengenai masalah pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat  hasil 
wawancara dengan Bapak A. Sapada, S.ip. M.Si. selaku Inspektur Daerah  
di Kabupaten Enrekang  sebagai berikut : 
‟Pelaksanaan Tugas dan Fungsi inspektorat dalam hal pengawasan 
banyak melakukan tugas pembantuan dari pusat yang artinya dana 
dan tenaganya dari pusat „‟ 
     (Wawancara tanggal 3 Januari 2014) 
Dari hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan ternyata 
inspektorat hanya melakukan pengawasan jika ada dana dari pemerintah 
pusat untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan contoh kasusnya 
adalah ketika inspektorat melakukan pengawasanya di suatu dinas 
khususnya di dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi selaku SKPD yang 
mengurus kegiatan sosial inspektorat melakukan pengawasan apakah 
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kegiatan itu benar-benar terlaksana dengan baik sesuai  perintah dari  
pemerintah pusat. 
 Kemudian dari hasil wawancara dengan inspektur  daerah Bapak  A. 
Sapada .S.ip,. M.Si pada kantor  Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang  
Mengenai sistem pemeriksaan oleh aparat pengawasan di pemerintahan 
daerah sebagai berikut : 
“sebelum melakukan pemeriksaan inspektorat harus melakukan 
berbagai persiapan dalam melakukan pengawasan sebelum turun 
kelapangan untuk mendapatkan hasil yang akurat” 
                                                             (Wawancara tanggal 03 Januari 2014) 
 Berdasarkan buku petunjuk Standar oprasional pengawasan (SOP) 
Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2009 persiapan yang di perlukan 
sebagai berikut : 
a. Inspektur mengeluarkan Nota Dinas kepada  
Sekretaris/Inspektur Pembantu (Irban) untuk membuat usulan 
rencana pengawasan dengan berpedoman kepada PKPT. 
b. Pengajuan usulan rencana pengawasan oleh Irban berisi antara 
lain:  
1. Pelaksanaan hasil pengawasan sebelumnya yang belum 
terbit dalam bidang kerja sampai saat pengajuan nota dinas. 




b) Pengetahuan dan Keterampilan sesuai dengan obyek 
pengawasan; dan 
c) Attitude dan Sikap Profesional serta standar umum 
pengawasan. 
c. Irban dalam mengusulkan susunan peran Pengendali Teknis 
dan Ketua Tim mempertimbangkan aparat yang memiliki 
kompetensi sesuai jenjang sertifikasi yang dimiliki. 
d. Usulan Irban selanjutnya dievaluasi oleh Inspektur berdasarkan 
pertimbangan:  
1. Sinergitas dengan penugasan tujuan tertentu dan 
pengaduan masyarakat serta penugasan lainnya. 
2. Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
dengan perencanaan jumlah waktu dan tenaga. 
3. Pertimbangan lain oleh pimpinan. 
e. Inspektur melakukan evaluasi dibantu oleh Sekretaris. 
f. Konsep penugasan hasil evaluasi oleh Inspektur selanjutnya 
dibuatkan konsep surat tugas oleh Kasubag Perencanaan untuk 
diserahkan kepada Sekretaris untuk dievaluasi. 
g. Sekretaris memaraf draft surat tugas dimaksud (huruf f) dan 
menyampaikan kepada Inspektur untuk proses tanda tangan.  
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h. Surat tugas yang telah ditandatangani oleh Inspektur, 
diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian untuk proses penomoran dan penggandaan.  
i. Untuk surat tugas pengawasan khusus/kasus pengaduan 
masyarakat dapat ditandatangani oleh Inspektur atas nama 
Bupati atau draft surat tugas pengawasan khusus/kasus 
pengaduan masyarakat diparaf oleh Inspektur. 
Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai bagaimana sistem 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam melakukan pengawasan dapat 
di simpulkan bahwa inspektorat sebelum melakukan pemeriksaan atau 
pengawasaan harus melalui beberapa persiapan demi kelancaran saat 
dilakukan pemeriksaan dan tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan 
SOP regular Inspektorat Kabupaten. 
Dalam melakukan pemeriksaan inspektorat daerah memiliki prinsip 
pengawasan guna menunjang kegiatan pengawasan mengenai hal ini 
Inspektur daerah Bapak A.Sapada. S.ip,.M.Si  mengemukakan bahwa : 
“pemeriksaan yang obyektif,terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan 
hanya bisa terlaksana jika kita mematuhi aturan dalam melakukan 
pengawasan” 





Berikut ini prinsip pengawasan oleh kantor Inspektorat Daerah : 
a. Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk 
menjamin tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, maka yang 
terbaik adalah mencegah sebelum kesalahan terjadi. 
b. Efisiensi, pengawasan harus di laksanakan secara efisien, 
bukan justru menghilangkan efisien kegiatan-kegiatan yang di 
lakukan. 
c. Objektivitas dan menghasilkan fakta, bahwa pengawasan di 
laksanakan harus bersifat objektif  dan berdasarkan pada fakta-
fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang 
dapat mempengaruhinya. 
d. Memperhaatikan keputusan pimpinan, pengawasan bertitik 
tolak pada keputusan pimpinan dengan tujuan untuk 
mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan 
penyimpangan yang terjadi 
e. Pengawasan bukan tujuan, pengawasan sebaiknya tidak di 
jadikan tujuan tetapi merupakan sarana utnuk menjamin 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam melakukan Pemeriksaan dan pengawasan terhadap suatu 
instansi dibutuhkan kerja sama antar instansi baik yang mengawasi mau pun 
yang diawasi  mengenai hal ini kepala Inspektorat Bapak A. Sapada. S.IP., 
M.Si  mengatakan sebagai berikut : 
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“Aparatur pengawas sebelum melakukan penyidikan akan 
mengkordinasikan terlebih dahulu instansi yang akan di periksa 
contohnya dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, Inspektorat 
akan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu mengenai 
waktu pemeriksaan akan dilaksanakan  berdasarkan Program Kerja 
Pemeriksa (PKP)” 
(Wawancara tanggal 03 January 2014) 
PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh 
setelah dilakukannya survey. PKP disusun oleh anggota tim pemeriksa dan 
disetujui oleh ketua tim. 
Berdasarkan SOP Reguler Inspektorat Kabupaten Enrekang, PKP 
harus berfungsi sebagai berikut: 
1) Rencana yang sistematis 
2) Landasan pemberian tugas dari penanggung jawab 
pemeriksa kepada kepala bidang. 
3) Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain 
peleksaanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang 
ditetapkan. 
4) Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan 
penanggung jawab pemeriksa tentang urutan langkah 




a. Susunan dari isi PKP: 
1) Informasi instansi yang diperiksa, sifat, dan periode yang 
diperiksa. 
2) Tujuan dan ruang lingkup. 
3) Sasaran pemeriksaan. 
4) Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa BAB atau 
surat. 
5) Instrruksi-instruksi khusus. 
Dari hasil wawancara dengan Inspektur  Kab Enrekang dapat di 
simpulkan bahwa SKPD yang akan di awasi mempunyai waktu untuk 
memperbaiki atau mempunyai kesiapan serta mengetahui maksud dari di 
adakannya pemeriksaan sebelum inspektorat datang untuk melakukan 
pemeriksaan karna sebelumnya telah dikirimkan surat terlebih dahulu. 
Berkaitan dengan pernyataan kepala Inspektur daerah untuk melihat 
seberapa tepat inspektorat melakukan kordinasi maka hasil wawancara 
dengan bapak Mutarsa Lamamma, SE selaku kepala Dinas Sosial 
Tenagakerja dan Transmigrasi  di Kabupaten Enrekang mengemukakan ; 
“Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan aparat inspektorat sebelum 
melakukan pemeriksaan sudah melakukan kordinasi terlebih dahulu 
tetapi pelaksanaan belum tepat waktu yang seharusnya dilaksanakan 
tepat sesuai dengan tanggal surat yang masuk” 
                                                               (Wawancara tanggal 5 Januari 2014) 
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Dari hasil  wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Tenagakerja dan 
Trasmigrasi  di Kabupaten Enrekang dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan 
pengawasan dalam pemeriksaan di dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi 
aparat inspektorat yang sudah melakukan kordinasi terlebih dahulu tetapi 
pada saat melakukan pemeriksaan terkadang tidak  tepat waktu sesuai 
dengan surat yang di masukan di Dinas Sosial Tenagakerja dan trasmigrasi 
dan hal ini dapat menghambat PKP karna kesulitan pada penyatuan waktu 
antara tim pemeriksa, dengan yang diperiksa. 
  Pengawasan atau pemeriksaan oleh Inspektorat daerah Kabupaten 
Enrekang yang ditekankan adalah pada pengawasan aparatur pemerintah 
daerah, pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta 
kesejahteraan sosial yang dimana ditangani oleh pejabat fungsional 
Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah. 
Dalam penelitian ini yang ditekankan  adalah bagaimana inspektorat 
melakukan pengawasan dibidang kesejahteraan sosial untuk itu objek lain 
dari peneliti dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagai pembanding atau dengan kata lain sebagai tolak ukur pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat. 
 Dari hasil wawancara dengan  Dra. Hj. Rodiati  selaku Inspektur  
Pembantu bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan sebagai berikut : 
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„‟Dalam pelaksanaan pemeriksaan pembangunan utamanya dibidang 
kesejahteraan sosial inspektorat  melakukan pemeriksaan khususnya 
di dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi selaku instansi yang 
menangani kegiatan sosial berdasarkan DPA atau anggaran 
berdasarkan SKPD ‟‟ 
                                                           (Wawancara tanggal 3 januari 2014) 
Dari pernyataan diatas inspektorat dulu melihat program program apa 
saja yang di rencanakan, berapa anggaran yang digunakan. Jadi inspektorat 
melihat apakah dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi melakukan kegiatan 
itu sesuai program kerja tahunan yang ada dan tidak ada penyimpangan, 
penyalahgunaan dana  atau kegiatan yang tidak sesuai,berikut ini ada 
kegiatan atau program yang dilakukan oleh dinas Sosial Tenaga kerja dan 
Trasmigrasi tersaji table 4.3 
Table 4.3 
Program Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin ,Komunitas adat 
Terpencil  di Dinas Sosial Tenaga kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Enrekang 







1 Pendampingan dan monitoring 
pembangunan pemukiman warga munitas 
terpencil 
Kab.Enrekang 100%  40,000,000 
2 Pendampingan program kerja keluarga 
harapan  
Kab.Enrekang 100%  32,000,000 
3 Pendampingan dan monitoring KUBE fakir 
miskin penumbuhan dan pengembangan 
perkotaan 
Kab.Enrekang 100%  35,000,000 
4 Rehabilitasi rumah tidak layak huni Kab.Enrekng 100%  22,000,000 
5 Penyiapan logistic pemulihan sosial dalam 
keadaan luar biasa/darurat 
Kab.Enrekang 100%  53,000,000 
6 Fasilitas kegiatan gerakan terpadu 
pembangunan desa melalui kampung 
siaga bencana   
2 Kecamatan  100%  15,000,000 
7 Pendampingan kegiatan keserasian sosial 12 Kecamatan 100%  24,000,000 
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Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Nursalam selaku Kepala 
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di kantor dinas 
sosial di Kabuapten Enrekang mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi 
inspektorat dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan 
kesejahteraan di kabupaten Enrekang beliau mengemukakan bahwa: 
“sejauh ini inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dinas 
sosial utamanya dalam kegiatan bantuan sosial, inspektorat 
melakukan pengawasan sudah sesuai dengan prosedur,pengawasan 
melakukan pemeriksaan secara obyektif pada bidang pengawasan  
dengan turun langsung melihat kondisi di lapangan‟‟   
                                                              (Wawancara Tanggal 8 January 2014) 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa sejauh ini 
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sudah sesuai dengan prosedur 
pengawasan mengenai waktu pengawasan Inspektorat terhadap Dinas 
Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Inspektur Pembantu bidang 
Pengaduan dan kemasyarakatan Bapak Muh.Tamar. SH mengemukakan 
bahwa: 
“Inspektorat melakukan pemeriksaan  terhadap dinas Sosial Tenaga 
kerja dan trasmigrasi pada  minggu kedua bulan Agustus sampai 
dengan minggu pertama di bulan September sesuai dengan Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Enrekang 
tahun 2013 jika ada pengawasan atau pemeriksaan dilakukan diluar 
dari jadwal oprasional yang telah ditetap maka pemeriksaan tersebut 
berupa pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang dianggap 
memiliki bukti yang kuat,tapi untuk tahun ini Inspektorat hanya 
melakukan Pemeriksaan Regional atau pemeriksaan sesuai dengan 
program kerja yang telah di tetapkan” 
                                                      (wawancara pada Tanggal 4 January 2014) 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui Inspektorat melakukan 
pemeriksaan pada tahun 2013 terhadap Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi selama selama 4 Minggu sesuai dengan Jadwal Oprasional 
Tahun 2013. 
 Dari semua kegiatan sosial atau program kerja dinas sosial tenaga  di 
kerja dan trasmigrasi kabupaten Enrekang,Inspektorat selaku badan 
pengawas internal daerah tidak sepenuhnya mengawas Kegiatan Dinas 
Sosial  tenaga kerja dan trasmigrasi hal ini di kemukakan oleh  Bapak 
Muh.Tamar. SH selaku Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat 
dan Penyelesaian Tindak Lanjut  sebagai berikut : 
“Inspektorat  tidak sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap 
dinas sosial tenaga kerja dan trasmigrasi hal ini dikarenakan sebagian 
besar dana atau anggaran yang digunakan oleh dinas sosial itu 
berasal dari dana APBN yang diawasi langsung oleh Dirjen 
Kementrian Sosial, inspektorat hanya menangani atau ikut melakukan 
pengawasan terhadap dana yang berasal dari kebupaten atau dari 
daerah yang biasanya di gunakan untuk penunjang oprasional 
kegiatan contohnya dana perjalanan dinas“ 
                                                                         (Wawancara tanggal 04 Januari 2014) 
Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa inspektorat 
dalam hal melakukan pengawasan lingkup pengawasannya saat terbatas hal 
ini di karenakan inspektorat hanya melakukan pengawasan jika dana yang di 
anggarkan itu berasal dari APBD Kabuapten Enrekang.   
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Selain itu Dra.Hj Rosdiati  selaku inspektur bidang  kesejahteraan dan 
kemasyarakatan juga menyatakan : 
“Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan 
pemeriksaan atau pengawasan di bidang sosial dan kesejahteraan 
fokus menangani kegiatan sosial pada bidang pendidikan dari tingkat  
SD,SMP,SMA/sederajat” 
                                                  ( Wawancara tanggal 03 January 2014) 
 
 Terkait dengan penyelenggaraan tugas pembangunan 
kesejahteraan sosial bidang Pendidikan di Kabupaten Enrekang, maka jelas 
setiap satuan pendidikan pun mendapat pengawasan dari Inspektorat secara 
rutin, karena Satuan Pendidikan Negeri khususnya yang dipimpin oleh kepala 
sekolah yang diberi tugas oleh Bupati juga melaksanakan sebagian tugas 
pemerintah daerah terkait dengan urusan baik di bidang pemerintahan, 
kesejahteraan sosial, keuangan dan aset.  
Karena itu sasaran pemeriksaan di sekolah tidak hanya masalah 
keuangan(BOS), namun juga yang menyangkut masalah SDM (Sumber Daya 
Manusia) juga aset yang dimiliki. Sebagaimana yang diketahui mulai tahun 
2010 anggaran Sertifikasi atau Tunjangan Profesi bagi guru telah ditransfer 
ke kas Daerah, maka diharapkan pengawasannya juga lebih dekat,Untuk itu 
kepada seluruh para pengelola satuan pendidikan agar bersiap-siap pada 
agenda pemeriksaan oleh Inspektorat.  
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Dari wawancara dengan Dra Hj. Rosiati selaku Inspektur Pembantu 
Bidang Kemasyarakatan dan Kesejahteraan di kantor Inspektorat Kabupaten 
Enrekang mengemukakan bahwa : 
”setiap pemeriksaan inspektorat juga akan memerikisa masalah 
Tunjangan Profesi apakah benar-benar memenuhi aturan yang 
ditentukan bagi para penerimanya, seperti aktif mengajar minimal 24 
jam ( 6 jam bagi KS dan 12 jam bagi wakasek) ,dan tentu juga bukti 
fisik yang mendukung seperti SK Pembagian Tugas dan Jadwal 
Mengajar danSemoga para Kepala Sekolah dan para  guru penerima 
tunjangan profesi memang benar-benar tepat sebagai penerima 
karena tidak hanya menunjukkan bukti fisik secara administratif namun 
benar-benar mampu melaksanakan tugas profesionalnya di kelas 
dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan membina 
anak didiknya. Kalau pelaksanaan tugas secara profesional dilakukan 
oleh para guru tentu akan dihasilkan output yang  berkualitas”        
                        
                                                         (wawancara Tanggal 3 January 2014) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu bidang 
kesejahteraan sosial dan kemasyarakat maka disimpulkan bahwa inspektorat 
daerah dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial dalam melakukan 
tugas dan fungsinya sebagai pengawas utamanya dalam pembangunan 
sosial sangat terbatas karna tidak semua pembangunan kesejahteraan sosial 
mereka awasi hal ini di karena wewenang yang diberikan sangat terbatas. 
Inspektorat dalam hal mengawasi kesejahteraan fokusnya banyak di 
bidang pendidikan, sedangkan untuk pengawasan di bidang kesejahteraan 
sosial bukan hanya ada pada permasalahan pendidikan saja. 
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Kemudian mengenai penyimpangan yang kerap terjadi di dinas sosial 
tenaga kerja dan transmigrasi inspektur pembantu bidang pengaduan 
masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut mengemukakan bahwa : 
“penyimpangan yang kerap kita temukan di dinas sosial tenaga kerja 
dan trasmigrasi adalah ketika dalam melakukan perjalanan dinas 
contohnya pengawai yang melakukan perjalan dinas melaporkan dia 
melakukan perjalanan sebanyak 5 kali tapi kenyataanya dilapangan 
dia hanya melakukan 2 kali” 
                                                                         (Wawancara tanggal 04 Januari 2014)   
Untuk itu inspektorat melakukan pemeriksaan dari penyimpang 
tersebut  kemudian hasil pemeriksaaan itu di tuangkan dalam Kertas Kerja 
Pemeriksa yang Ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat 
temuan, dan kertas kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang 
hasil-hasil pemeriksaan dengan kepala perangkat daerah.  Daftar temuan 
disusun berdasarkan urutan-urutan. Pengertian KKP adalah catatan dan data 
yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ ketua tim selama 
melelakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-
langkah pemeriksaan yang ditempuh, penguji. Yang kemudian informasi yang 
diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan dalam pelaksanaan 
pemeriksaan kepala bidang/ ketua tim wajib membuat KKP.  
Berdasarkan SOP inspektorat daerah Kabupaten Enrekang tahun 





c. Penyebab terjadinya penyimpangan 
d. Akibat penyimpangan 
e. Komentar pejabat 
f. Rekomendasi 
Pada pembuatan KKP menurut pengamatan penulis selama bulan  
January hingga February melakukan penelitian. Tim pemeriksa melakukan 
pembuatan KKP dengan lancar dan baik, dan sesuai dengan SOP  tahun 
2009. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten 
Enrekang Bapak A.Sapada .S.IP M.Si mengemukan: 
“Ketua tim wajib melakukan penyusunan LHP laporan hasil 
pemeriksaan. LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk 
menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang 
sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya menginformasikan 
temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative 
dilengkapi dengan rekomendasi” 
                                               (Wawancara Tanggal 8 January 2014)  
 
Jadi, dari hasil wawancara di atas baik hasil wawancara yang 
dilakukan dengan tim pemeriksa dari inspektorat sebagai objek dari peneliti 
maupun Dinas Sosial tenaga kerja dan trasmigrasi sebagai pembanding atau 
dengan kata lain sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
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Inspektorat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penulis dapat 
menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh 
Inspektorat terhadap Dinas Sosial   tenaga kerja dan trasmigrasi telah sesuai 
dengan prosedur yang telah diterapkan pada pemerintah daerah. Dengan 
kata lain dinas Inspektorat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
pengawasan fungsional di daerah telah benar dengan melakukan tugas dan 
fungsi dengan baik maka tidak secara langsung inspektorat turutandil dalam 
melakukan pembangunan Kesejahteraan sosial karna dengan mengawasi 
SKPD agar tidak menyalahi aturan dan melakukan penyimpangan . 
4.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Inspektorat dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya  terhadap pembangunan 
kesejahteraan sosial. 
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
terhadap penyelengaraan pemerintah daerah baik itu faktor Internal maupun 
Eksternal  untuk itu  inspektur daerah A. Sapada S.ip M.si mengemukakan 
sebagai berikut : 
“dalam melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan 
pemerintahan daerah sangat ditunjang oleh aparatur yang memliki 
kompentensi dan tingkat pendidikan dalam hal melakukan 
pengawasan ” 
                                                     (Wawancara Tanggal 6 Januari 2014) 
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Dari hasil wawancara diatas yang mengemukakan bahwa potenisi 
aparatur pengawas yang dimiliki pleh inspektorat sudah sangat di tunjang 
oleh tingakt pendidikan yang dimiliki,berikut ini rekapitulasi sumber daya 
manusia inspektorat berdasrkan jabatan dan tingkat pendidikannya disajikan 
Tabel 4.4 
Table 4.4 
Rekapitulasi Sumber daya manusia  Kantor Inspketorat 
Kabupaten Enrekang berdasarkan jabatan 
No Jabatan Jumlah 
1 Inspektur Kabupaten 1 
2 Inspektur Pembantu Bidang 4 
3 Auditor 19 
4 Pengawas Pemerintah 3 
5 Staf Inspektorat 10 
 Jumlah 37 
 
Table 4.3 diatas menunjukan Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh 
inspektorat kabupaten Enrekang sebanyak 37 orang yang menempati 
beberapa jabatan yang ada di Inspektorat,yang menunjang kelancaran 
pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada  Inspektorat di Kabupaten 
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Enrekang,kemudian Rekapitulasi sumber daya manusia Kantor Inspektorat 
berdasarkan tingkat pendidikan disajikan Table 4.5 
 
Table 4.5  
Rekapitulasi Sumber Daya manusia Kantor Inspektorat 
Kabupaten Enrekang berdasarkan tingkat pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 SD - 
2 SMP/SLTP - 
3 SMA/SLTA 3 
4 SMK/STM 1 
5 DIPLOMA I/II/II - 
6 S1 21 
7 S2 12 
 JUMLAH 37 
 
Table di atas menunjukan tingkat pendidikan aparatur  yang dimiliki 
Inspektorat sehingga dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan 
penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 
kompetensi dan tingkat pendidikan yang di miliki Sehingga dari hasil 
penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga 
pemeriksa dan pengujiaserta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa 
tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan 
yang direncanakan.  
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Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten 
Enrekang dapat dikatakan sudah sangat mendukung dalam hal 
melaksanakan Tugas dan Fungsi Inspektorat,sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Kepala Inspektorat bapak A.Sapada S.IP M.Si pada kantor 
Inspektorat Kabupaten Enrekang mengemukankan : 
“Sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional kantor 
kendaraan roda dua dan empat, perlengkapan kantor, komputer, 
laptop, printer dan lain-lain serta gedung sudah dimiliki Inspektorat 
Kabupaten Enrekang dan hal ini sangat menunjang aktivitas 
pengawasan Inspektorat di Kabuapten Enrekang”  
                                                    (wawancara Tanggal 8 January 2014) 
                                                            
 
Table 4.6 
Berikut Rekapitulasi Asset/Barang Inspektorat Kabuapten Enrekang 
NO Uraian Jumlah Biaya Perolehan Nilai 
1 Tanah 62 m²                          
375,000,000 
           
375,000,000 
2 Alat-alat besar   - Bh -                                   
- 
3 Alat Angkutan 28 Bh                          
647,634,000 
           
601,674,000 
4 Alat Bengkel dan alat 
ukur 
8  Bh               1,785,000 1,783,075 
5 Alat 
pertanian/perternakan 
 - Bh                                           
- 
                           
-  
6 Alat kantor dan Rumah 
tangga 
510 Bh                          
559,879,000 
           
477,071,824 
7 Alat studio dan 
Komunikasi 
    9 bh                              
5,875,000 




Berikut Rekapitulasi Asset/Barang Inspektorat Kabuapten Enrekang 
No Uraian Jumlah Jumlah perolehan Nilai 
8 Alat Laboratorium       2 Bh                            
4,600,000 
               
4,054,000 
9 Alat keamanan        - Bh                               -                      - 
10 Bangunan Gedung     466m²                              -            
609,623,000 
11 Jalan dan jembatan        - m¹                               -                - 
12 Bangunan Air/irigasi        - m¹                               -               - 
13 Instalasi         - m¹                               -              - 
14 Jaringan        - m¹                               -              - 
15 Buku perpustakaan    49 Bh                3,710,000        3,440,000  
16 Barang bercorak seni 
/Budaya 
     2 Bh                  130,000           116,370 
17 Hewan 
ternak/tumbuhan 
     - ekor                           -  
18 Kontruksi dalam 
pengerjaan 
      - m²                        -  
 Total       1,598,613,3000 2,077,236,189 
 
 
Faktor penghambat yang sering di rasakan oleh Inspektorat 
Kabupaten Enrekang adalah Anggaran. Anggran adalah sebuah faktor 
penting dalam lembaga pemerintahan karena anggaran menjadi faktor 
penggerak seluruh elemen-elemen oprasional dari sebuah lembaga 
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pemerintahan. Di Inspektorat, anggaran menjadi suatu hal yang sangat 
penting didalamnya dengan anggaran semua program kerja yang di berikan 
oleh Pemda Kabupaten Enrekang dapat berjalan dengan lancar namun 
Anggran yang di berikan kepada Inspektorat kabuapten Enrekang sangatlah 
kurang meskipun Perumusan anggaran tahunan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan cara mengadakan rapat anggaran 
belanja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Enrekang tapi mengenai 
nominal anggaran tersebut bapak Inspektur Bidang Pengaduan 
masyarakatan dan penyelesaian tidak lanjut tidak mau menyebutkan sesuai 
dengan hasil wawacara dengan beliau sebagai berikut : 
“jika berbicara tentang berapa besar anggaran yang digunakan oleh 
tiap tim tidak sepantasnya di ungkapkan. Karena itu menjadi rahasia 
dari Inspektorat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”. 
                                                      (wawancara tanggal 8 january 2014) 
Dari penjelasan dan pengamatan penulis tersebut maka penulis dapat 
menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah pokok sekunder dari 
Inspektorat sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 
Inspektorat.Anggaran pengawasan yang diberikan kepada Inspektorat 
dirasakan masih kurang yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan 
yang  
didasarkan dari identifikasi masalah yang penulis lakukan di Inspektorat dan 
Dinas sosial ketenaga kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Enrekang, maka 
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; 
1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
pengawasan inspektorat  Kabupaten Enrekang khususnya dalam 
pembangunan kesejateraan sosial di simpulkan bahwa  Pelaksanaan 
proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat 
kabupaten Enrekang pada  Dinas Sosial Tenaga kerja dan Trasmigrasi 
sebagai Tolak ukur pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat dalam hal 
Pembangunan kesejateraan sosial melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Karena sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada SOP regular 
Kabupaten Enrekang. Pada saat pembuatan PKP selalu terjadi 
keterlambatan pembuatan PKP karena biasanya terjadi kesulitan pada 
penyatuan waktu antara tim pemeriksa, dengan yang diperiksa.Tim 
pemeriksa melakukan pembuatan KKP dengan lancar dan baik, dan 
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sesuai dengan SOP Reguler tahun 2009. Langkah terakhir dari proses 
pemeriksaan yaitu Ketua tim pemeriksa wajib melakukan penyusunan 
LHP laporan hasil pemeriksaan. LHP merupakan sasaran komunikasi 
resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa 
tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya 
menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat 
negative dilengkapi dengan rekomendasi. 
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelengaraan tugas dan 
fungsi inspektorat terhadap penyelangaraan pengawasan pada 
pembangunan kesejateraan sosial di kabupaten Enrekang adalah meliputi 
aparatur petugas yang dalam melakukan pengawasan sudah obyektif  
pada bidang pengawasan selain itu sarana dan prasana yang mendukung 
pelaksanaan pengawasan dan anggaran yang dalam hal ini masih di 
keluhkan masih kurang oleh Inspektorat kabupaten Enrekang. 
5.2 Saran  
Dari hasil penelitian dan berdasarkan studi kepustakaan yang penulis 
lakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi Kantor Inspektorat Kabupaten Enrekang :  
1. Dalam melaksanakan pengawasan fungsional hendaknya lebih 
meningkatkan pengawasan bukan hanya fokus dalam satu bidang saja 
harusnya lingkup kerja inspektorat dalam bidang kesejateraan sosial tidak 
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hanya pada bidang pendidikan saja tetapi semua aspek pemberdayaan 
masyarakat,Selain itu perlu dilakukan monitoring agar bisa berjalan sesuai 
dengan program kerja yang sudah ditetapkan harus dipertahankan .  
2. Mengevaluasi dan memotivasi atas koreksi dan rekomendasi terhadap 
objek yang diperiksa sehingga tujuan yang diharapkan dapat 
dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pengawasan fungsional dalam 
koordinasi pengawasan harus dilakukan agar kinerja dapat berjalan 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Kemudian dalam laporan 
keuangan yang dilakukan seorang audit secara umum dan konsisten 
harus secara objektif dan transparansi untuk pengambilan keputusan atau 
kebijakan.  Sumber daya manusia dalam kinerja pemerintah daerah harus 
lebih di tingkatkan agar tujuan yang telah diterapkan dapat dilaksanakan 
secara efektif.Berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti 
selanjutnya jika ingin melakukan penelitian yang sama, maka seharusnya 
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